
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Di era modern ini hampir seluruh negara melakukan hubungan dengan negara lain 

untuk melengkapi kebutuhan negaranya. Dalam hubungan internasional tidak terlepas 

dengan hubungan yang dijalin tersebut, semuanya berada dibawah hukum internasional, 

dengan adanya hukum internasional di dalam hubungan internasional ini tentunya 

berdampak positif dalam tetap menjaga kestabilan dan ketertiban hubungan antar 

negara. Akan tetapi, tidak sedikit negara yang melanggar atau tidak mematuhi hukum 

internasional dalam menjalani hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan 

antar negara pada dasarnya berada dalam dua kondisi yang bertentangan, yaitu kondisi 

damai atau sengketa, Di dalam sengketa internasional terdapat kasus-kasus yang berada 

dalam lingkup peraturan internasional salah satunya adalah wilayah territorial, dimana 

wilayah teritorial menjadi sangat kompleks jika suatu saat wilayah tersebut menjadi 

wilayah sengketa yang di klaim oleh antar negara yang berbeda sehingga menimbulkan 

konflik antar negara. 

Konflik perebutan wilayah perairan yang di klaim oleh Tiongkok sebagai wilayah 

perairan mereka memang termasuk kedalam Laut China Selatan tetapi perairan yang di 

klaim oleh Tiongkok merupakan perairan yang termasuk kedalam wilayah zona 

ekonomi eksklusif Indonesia, wilayah yang di klaim oleh Tiongkok adalah wilayah 

perairan Kepulauan Natuna atau yang sekarang di sebut sebagai Laut Natuna Utara. 



Berkaca kepada konflik perebutan wilayah antara Jepang dengan Korea selatan 

yang kasus nya serupa dengan klaim Tiongkok di Laut China Selatan yaitu sengketa 

pulau Dokdo yang disebut oleh Korea Selatan atau disebut juga dengan Takeshima oleh 

negara Jepang merupakan konflik yang didasari oleh sejarah kolonialisme Jepang 

terhadap Korea Selatan. Jepang mengklaim bahwa pulau Dokdo atau Takeshima 

tersebut adalah milik Jepang berdasarkan perjanjian yang pernah dilakukan oleh kedua 

negara pada saat masa kolonialisme, sementara salah satu alasan Korea Selatan 

mengklaim pulau tersebut didasari oleh acuan historis yang dikutip dalam beberapa 

dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa pulau Dokdo 

merupakan suatu pulau independen yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan 

Korea Selatan sejak zaman Dinasti Shilla pada tahun 512 

SM(https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2003/1346 diakses pada 25 

September 2020). 

Konflik antara Korea Selatan dan Jepang bisa di bilang serupa dengan yang 

dialami oleh Indonesia dengan Tiongkok yang dimana konflik tersebut selalu 

memanjang, konflik perebutan wilayah ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, 

Tiongkok mengeluarkan klaim ini secara sepihak, klaim mereka berdasarkan kepada 

istilah yang kita ketahui sebagai Nine Dash Line atau Sembilan garis putus-putus yang 

asalnya dari peta yag di gambar oleh pemerintah Tiongkok, Garis putus-putus ini 

muncul di peta Dinasti Qing dari zaman kekaisaran Tiongkok dan masih ada di peta-peta 

Tiongkok di Taiwan. 

 Sejarah awal mula pembuatan peta Laut China Selatan diuraikan oleh jurnalis 

sekaligus peneliti dari Chatam House, The Royal Institute of International Affairs, 



bernama Bill Hayton. Karyanya berjudul 'The Modern Origins of China's South China 

Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody', dimuat dalam jurnal 

Modern China, Sage Journals, tahun 2018 (https://news.detik.com/berita/d-

4859575/soal-9-garis-putus-putus-awalnya-klaim-china-tak-sampai-natuna/2 diakses 

pada tanggal 14 April 2020). 

Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari ribuan pulau yang disatukan 

oleh wilayah perairan. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang 

maritim karena letak wilayah yang strategis serta kekayaan alam bawah laut yang 

melimpah. Sejak tahun 1957, Indonesia resmi menjadi negara kepulauan dengan lautan 

sekitar kepulauan menjadi penyatu wilayah kedaulatannya, hal ini dinyatakan dalam 

Deklarasi Juanda. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa “Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga Indonesia berhak mengelola 

kekayaan alam sedemikian rupa untuk mencapai kemakmuran rakyat. 

BatasnlautnteritorialnIndonesiankemudiannberkembangnsetelahnpada tahun 1994 

mulai diberlakukan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 

UNCLOS mengatur mengenai hak dan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan 

wilayah perairan laut di dunia, serta menetapkan aturan pemanfaatan laut untuk bisnis, 

pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Setiap negara memiliki 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu wilayah perairan laut sejauh 200 mil yang ditarik 

dari garis pantai terluar suatu negara, dimana dalam zona tersebut sebuah negara pantai 

mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan 

hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman 



kabel dan pipa. Negara yang berbatasan laut sehingga ZEE yang dimiliki tidak mencapai 

200 mil diatur pembagiannya dalam hukum internasional.( United Nation Convention on 

the Law of the Sea Part VI, Article 76 diakses pada 5 Mei 2020)  

Hukum laut internasional menjadi penengah bagi negara-negara yang 

bersengketa. Contohnya pada kasus di Laut China Selatan, beberapa negara yang 

berbatasan saling mengklaim kawasan Laut China Selatan sebagai wilayah teritori 

negaranya. Beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei 

Darussalam, serta negara Asia Timur seperti Tiongkok, Taiwan, dan Jepang yang 

terlibat langsung dalam sengketa wilayah perairan tersebut saling meningkatkan 

ketegangan dan tidak ada yang mau mengalah. Bahkan beberapa negara diataranya 

menyatakan siap perang demi mempertahankan klaim terhadap wilayah tersebut, hingga 

pada akhirnya konflik ini dibahas dalam berbagai forum regional dan internasional. 

Indonesia sebagai negara yang paling dekat dengan kawasan sengketa berusaha menjadi 

mediator dan membantu menenangkan ketegangan. Indonesia tidak turut terlibat konflik 

karena wilayah sengketa yang cukup jauh dari wilayah teritori Indonesia. Konflik pada 

akhirnya reda setelah terdapat perjanjian batas laut dan penegasan ZEE setiap negara 

dengan wilayah diluar ZEE sebagai laut bebas yang pemanfaatannya diatur hukum 

internasional. 

Pada tahun 1994 Tiongkok secara sepihak mengklaim bahwa Kepulauan Spratly 

merupakan wilayah Kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan (Permenhan No. 

20, 2014:16). Pada tahun 2009 peta baru Tiongkok yang beredar menunjukkan klaim 

wilayahnya yang mencapai wilayah perairan Natuna milik Indonesia dengan 

menggambar nine dash line atau sembilan garis putus-putus pada peta Tiongkok. 



Tindakan Tiongkok ini kembali meningkatkan ketegangan konflik Laut China Selatan 

yang sebelumnya telah reda diantara negara-negara ASEAN yang terlibat, bahkan 

Indonesia ikut terlibat. Dalam paspor Tiongkok juga terdapat peta Tiongkok dengan 

nine dash line. Tidak ada dasar hukum terhadap klaim Tiongkok tersebut, hanya faktor 

sejarah dalam peta kuno Tiongkok yang menjadi dasar Tiongkok mengklaim wilayah di 

dalam nine dash line tersebut. 

Sejak Tiongkok mengklaim wilayah perairan Natuna milik Indonesia, dinamika 

konflik terus meningkat. dari tahun 2011, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono, upaya diplomasi pertahanan dalam lingkungan regional 

dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan, termasuk menjaga keamanan 

wilayah perairan Natuna dari klaim Tiongkok. Indonesia menjadi mediator negara-

negara ASEAN yang berselisih sekaligus berusaha mengundang Tiongkok untuk ikut 

hadir membicarakan permasalahan Laut China Selatan, serta mengupayakan 

pembahasan isu Laut China Selatan pada forum PBB. Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mengedepankan diplomasi sebagai pemecahan masalah daripada angkat 

senjata. 

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo beliau mengungkapkan bahwa 

klaim Tiongkok sendiri tidak memiliki dasar hukum, karena latar belakang nine dash 

line yang tidak memliki dasar hukum yang jelas, Indonesia tetap berupaya 

mempertahankan wilayah kedaulatannya dari Tiongkok. Pada akhirnya sikap kedua 

negara saling menunjukkan kecurigaan terhadap satu sama lainnya. Kementerian Luar 

Negeri RI turut menyatakan bahwa klaim historis Tiongkok atas ZEE Indonesia dengan 

alasan bahwa para nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di perairan dimaksud 



bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 

1982, Kemenlu juga menegaskan Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction 

dengan Tiongkok. Indonesia pun tidak akan pernah mengakui nine dash line karena 

penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan 2016 

lalu. (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200105074043-4-127691/china-klaim-

natuna-jokowi-tak-ada-kompromi diakses pada 16 April 2020) 

Dibawah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, sistem pertahanan dan 

keamanan di Kepulauan Natuna dan perbatasan perairan Natuna mulai ditingkatkan 

secara konsisten. Program minimum essential force (MEF) menjadi upaya utama yang 

dilakukan dalam peningkatan sistem pertahanan di wilayah dekat perbatasan tersebut. 

Meskipun demikian, peran diplomasi pertahanan yang biasa diutamakan Indonesia 

sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan negara dan kawasan mulai berkurang 

sehingga menimbulkan ancaman baru bagi kestabilan keamanan kawasan. Ancaman 

keamanan bagi Indonesia juga meningkat terutama di perairan Natuna yang diklaim 

masuk wilayah nine dash line oleh Tiongkok akibat kurangnya diplomasi pertahanan di 

wilayah Laut China Selatan. 

Masalahnya sekarang, seberapa tegas dan gigih Indonesia mempertahankan 

sebagian ZEE yang kini direbut Tiongkok. Negara kita telah mengatur soal zona 

ekonomi ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Indonesia 

juga menandatangani Konvensi Internasional tentang Hukum Laut atau United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982. 



Tiongkok pun menjadi peserta UNCLOS. Akan tetapi Tiongkok justru 

memanfaatkan aturan hasil konvensi tersebut untuk mengklaim sebagian besar wilayah 

ZEE di Laut Cina Selatan. Tiongkok bahkan telah membangun pangkalan militer di 

Kepulauan Spratly sejak beberapa tahun lalu. Hal ini mengundang konflik ZEE bukan 

hanya dengan Indonesia, tapi juga dengan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan 

Filipina. 

Dengan alasan historis, Tiongkok mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan itu 

lewat sembilan garis imajiner putus-putus atau nine dash line. Mahkamah Arbitrase di 

Den Haag sebetulnya telah menolak klaim Tiongkok tersebut pada 2016 saat 

memutuskan sengketa yang diajukan Filipina. Mahkamah menyatakan tidak ada bukti 

sejarah bahwa Tiongkok menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di 

Laut China Selatan. Kini Tiongkok terang-terangan mengabaikan putusan tersebut. 

Menjawab protes Indonesia, negara itu justru menggunakan dalih UNCLOS 1982 plus 

penguasaan historis Tiongkok atas perairan China Selatan. Bahkan juru bicara 

pemerintah Tiongkok menegaskan "apakah Indonesia menerimanya atau tidak, fakta 

obyektif bahwa Tiongkok memiliki hak dan kepentingan atas perairan itu". 

Tekanan Indonesia terhadap Cina di perairan Natuna perlu diteruskan hingga 

menemukan solusi atas sengketa itu. Kehadiran kapal perang TNI Angkatan Laut sangat 

penting untuk memperlihatkan bahwa Indonesia tidak menerima klaim Tiongkok atas 

sebagian wilayah ZEE tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan tindakan-tindakan 

dalam skala internasional untuk memaksa Tiongkok mematuhi konvensi hukum laut 

PBB dan putusan Mahkamah Abitrase. Indonesia sebaiknya pula menjalin kekuatan di 

ASEAN untuk menghadapi Cina. Selama ini, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan 



Malaysia terkesan bergerak sendiri-sendiri menghadapi sikap sewenang-wenang 

Tiongkok.(https://kolom.tempo.co/read/1292390/ ketegangan-di-perairan-natuna diakses 

pada 18 April 2020). 

Nine dash line Tiongkok itu bukan hanya mencakup Laut Natuna, akan tetapi 

Tiongkok juga mengklaim wilayah perairan Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan 

Vietnam. Karenanya Filipina menggugat Tiongkok demi memperjuangkan hak atas zona 

ekonomi eksklusifnya. Nine dash line yang menuai banyak protes itu kini terancam 

runtuh alias tak berlaku dalam hukum internasional jika Mahkamah Arbitrase 

Internasional mengabulkan seluruh gugatan Fiipina. Apabila itu terjadi, perairan Natuna 

di Indonesia yang masuk nine dash line Tiongkok bisa relatif aman dari gangguan, tetapi 

apapun hasilnya, Tiongkok tidak akan mengakui pengadilan arbitrase soal sengketa Laut 

China Selatan dan menyatakan akan menolak hasilnya. Seiring dengan sikap itu, 

Tiongkok justru memperkuat kehadirannya di wilayah sengketa, memicu perseteruan 

silih berganti dengan negara-negara tetangganya di kawasan itu. 

(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160703151959-20-142745/ri-mesti-

waspadai-dampak-putusan-arbitrase-laut-china-selatan diakses pada 19 April 2020). 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai konflik Laut Natuna salah satunya 

adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah di lakukan oleh Rismawati Ginting 

tentang masalah yang diambil berjudul Perilaku Militer China di Laut China Selatan 

dan Pengaruhnya Terhadap Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna (Periode 

2016-2017) yang dibuat pada tahun 2018 Universitas Sumatera Utara. Peneliti meneliti 

tetntang bagaimana perilaku militer Tiongkok di Laut China Selatan. 



Perbedaan penelitian Rismawati Ginting dengan penelitian ini adalah, penelitian 

Rismawati lebih membahas tentang bagaimana perilaku dan tindakan militer Tiongkok 

yang melanggar batas perairan dan penelitian Rismawati berfokus  kepada awal konflik 

Indonesia dengan Tiongkok terkait Ilegal Fishing yang dilakukan oleh Tiongkok di 

Kepulauan Natuna. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan 

bilateral Republik Indonesia-Tiongkok pasca konflik Laut Natuna. 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai konflik Laut Natuna salah satunya 

adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah di lakukan oleh Dina Kencana 

Khairunnisa tentang masalah yang diambil berjudul Diplomasi Pertahanan Indonesia 

Dalam Menghadapi Ancaman Klaim Tiongkok Di Wilayah Perairan Natuna Periode 

Tahun 2014-2016 yang dibuat pada tahun 2017 UPN Veteran Jakarta. Peneliti meneliti 

tentang bagaimana diplomasi pertahanan yang di lakukan Indonesia. 

 

Perbedaan penelitian Dina dengan penelitian ini adalah, penelitian Dina 

membahas tentang bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia atau respon yang 

diberikan oleh Indonesia terhadap klaim Tiongkok di perairan Kepulauan Natuna. 

Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana hubungan bilateral Republik 

Indonesia-Tiongkok pasca konflik Laut Natuna. 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai konflik Laut Natuna salah satunya 

adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah di lakukan oleh Dazili Murtopo tentang 

masalah yang diambil berjudul Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line 

Tiongkok yang Melewati Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Natuna Indonesia 



2009-2015 yang dibuat pada tahun 2016 Universitas Komputer Indonesia Bandung. 

Peneliti meneliti tentang bagaimana respon Indonesia terhadap klaim nine-dash line 

Tiongkok yang melewati wilayah zona ekonomi eksklusif Natuna Indonesia 

Perbedaan penelitian Dazili Murtopo dengan penelitian ini adalah, penelitian 

Dazili lebih membahas tentang bagaimana respon dari Indonesia terhadap klaim nine-

dash line Tiongkok dan penelitian Dazili berfokus  kepada reaksi Indonesia terhadap 

klaim Tiongkok serta apa dampak kerugian yang diterima Indonesia atas klaim tiongkok 

dan untuk mengetahui langkah diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia atas klaim 

Nine Dash Line Tiongkok. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana 

hubungan bilateral Republik Indonesia-Tiongkok pasca konflik Laut Natuna. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang diumuskan dalam judul: “Hubungan Bilateral Republik Indonesia-Tiongkok Pasca 

Konflik Laut Natuna Periode Tahun 2016-2019” 

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang telah dipelajari oleh 

peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Komputer Indonesia, anatara lain sebagai berikut: 

1. Hubungan Internasional di Asia Teggara 

Mata kuliah ini membahas tentang Hubungan Internasional di kawasan Asia 

Tenggara antara lain adalah kerjasama antar kawasan negara-negara di Asia 

Tenggara, mulai dari perkembangan ekonomi dan konflik-konflik yang terjadi 

di dalam kawasan Asia Tenggara seperti hal nya klaim Tiongkok yang didasari 



oleh Nine Dash Line yang dimana peta tersebut menginjak batas-batas di 

wilayah perairan Negara-negara di Asia Tenggara 

2. Diplomasi dan Negosiasi 

Mata kuliah ini membahas tentang tingkah laku negara dalam mendapatkan 

atau mencapai suatu kepentingan melalui berbagai bentuk, teknik, dan strategi 

dalam berdiplomasi dan bernegosiasi antar aktor hubungan internasional dalam 

lingkup ilmu hubungan internasional. Indonesia merupakan mitra kerjasama 

internasional yang strategis bagi Tiongkok, Matakuliah ini membantu untuk 

memahami apasaja diplomasi-diplomasi yang di upayakan dari kedua belah 

pihak agar hubungan yang baik antara RI dan RRC tetap terjaga.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor 

Bagaimana hubungan bilateral Republik Indonesia dan Tiongkok pasca 

konflik Laut Natuna? 

1.2.2 Rumusan Masalah Minor 

1. Apa yang mendasari klaim Tiongkok terhadap perairan yang masuk ke wilayah 

ZEE Indonesia di Laut Natuna ? 

2. Bagaimana strategi Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut 

Natuna dengan Tiongkok ? 



3. Bagaimana hubungan di antara kedua negara dengan ada nya konflik perbatsan 

wilayah tersebut ? 

 1.2.3 Pembatasan Masalah 

  Dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan pembatasan masalah dari tahun 2016 

sampai 2019, dimana pada tahun 2016 konflik di Laut Natuna kembali memanas dengan 

adanya kapal ikan Tiongkok yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia dengan 

dikawal oleh kapal China Coast Guard sehingga kembali memicu ketegangan di antara 

kedua negara serta pembatasan masalah sampai 2019 yaitu karena terdapat kembali 

masuk nya kapal ikan Tiongkok yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia dan 

guna untuk melihat bagaimana kondisi hubungan bilateral Republik Indonesia-Tiongkok 

pasca konflik Laut Natuna.. 

1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud ingin mengetahui bagaimana 

kondisi hubungan bilateral Republik Indonesia-Tiongkok pasca konflik di Laut Natuna. 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui,memahami dan menganalisa apa yang mendasari klaim 

Tiongkok terhadap perairan yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia di Laut 

Natuna. 

2. Untuk mengetahui,memahami dan menganalisa bagaimana strategi 

Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Laut Natuna dengan 

Tiongkok. 



3. Untuk mengetahui,memahami dan menganalisa bagaimana hubungan di 

antara kedua negara dengan ada nya konflik perbatsan wilayah tersebut. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dibagi menjadi dua: 

1.4.1 Kegunaan teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, 

wawasan serta bahan tambahan informasi dalam studi-studi diplomasi dan negosiasi 

serta hukum internasional dan juga sebagai bahan pembelajaran khususnya bagi penstudi 

hubungan internasional yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik tentang 

konflik yang terjadi di Laut China Selatan tepatnya di Laut Natuna Utara dan diplomasi 

yang di lakukan oleh Indonesia atau Tiongkok untuk menyelesaikan konflik sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian terkait dengan topik ini. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris, ilmu dan rekomendasi bagi 

para peneliti hubungan internasional dan juga masyarakat yang ingin mengetahui tentang 

bagaimana Konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan pengaruh nya terhadap hubungan 

Indonesia-Tiongkok. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, 

wawasan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang ilmu hubungan internasional. Bagi 

lembaga akademik diharapkan dapat berguna untuk bahan masukan atau referensi bagi penstudi 

ilmu hubungan internasional dan umum. 


